DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : JI. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax 392760 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171/ 68 /2006
TENTANG

PENGUSULAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
MASA JABATAN 2002 - 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Jenimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dengan berakhirnya masa jabatan
Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2002 — 2007, diberitahukan
oleh Pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan
diusulkan oleh Pimpinan DPRD;

b. bahwa usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Batang sebagaimana
dimaksud huruf a, telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Batang pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai mekanisme
peraturan perundang — undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf
b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang tentang Pengusulan Pemberhentian Dengan
Hormat Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2002 -2007;

[lengingat : 1. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentan
Tingkat II Batang ( Lembaran Negera Republik
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik I

g Pembentukan Daerah
Indonesia Tahun 1965

ndonesia Nomor 2757);

2. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

rwakilan Daerah, dan Dewan

a Republik Indonesj T
2003 Nomor 37, Tambahan Lemb . 12 Tahun
4277); embaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2003 tent.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, DCWann gfjgj}lﬂaﬂ dan Kedudukan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak: an Rakyat,
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Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, ‘Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor_3
Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RCPUbI{k
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493), yang ditetapkan dengan Undang — Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang — Undang;

Undang — Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbanagan Keuanga}n
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik IndoneS{a
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Kgdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncs¥a lahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Republik Ind‘onesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).’
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahur;
2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Re;l;)yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembara . .
Nomor 4569): n Negara Republik Indonesia
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan , dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4494);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-58 Tahun 2002, tanggal

8 Pebruari 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang
Propinsi Jawa Tengah;

12.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.33.59 Tahun 2002, tanggal 8

Pebruari 2002 tentang Pengesahan Wakil Bupati Batang Propinsi Jawa
Tengah,;

13. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171/47/ 2004 tentang

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
Batang;

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53
Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 030 Tahun
2006, tanggal 21 Desember 2006 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Batang Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Batang Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENGUSULAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG MASA
JABATAN 2002 —2007.

Mengusulkan pemberhentian dengan hormat H. BAMBANG BINTORO, SE
Bupati Batang dan Drs. H. ACHFA MACHFUDZ Wakil Bupati Batang
Masa Jabatan 2002 — 2007, karena berakhir masa jabatannya pada tanggal 11
Pebruari 2007,

Pemberhentian sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, diusulkan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah;

Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
Jawa Tengah, untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan;
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian

%ﬁ?ﬂ hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di :Batang
pada tanggal : 26 Desember 2006
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,
Ftoo”
RWANTO
| « WAKIL KETUA,
‘
SAROJI, SE
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